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ABSTRAK 
BUMDes merupakan lembaga/organisasi yang dapat mewujudkan pembangunan desa menjadi mandiri, 
berkelanjutaan dan berciri lokal pedesaan. Melalui BUMDes perubahan bidang ekonomi dan sosial di desa 
dapat membaik. Perkembangan BUMDes tentunya dipengaruhi oleh modal sosial yang ada di desa. Modal 
sosial biasanya berdampak positif dalam pembangunan masyarakat. Maka dari itu, modal sosial mempunyai 
pengaruh yang penting dalam meningkatkan kinerja BUMDes. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis 
hubungan modal sosial dan kinerja BUMDes. Dalam analisisnya digunakan metode review litelatur untuk 
mengetahui hubungan modal sosial dan kinerja BUMDes. Hasil analisis mengambarkan adanya hubungan 
modal sosial dan kinerja BUMDes. Hal ini dapat dilihat dalam komponen-komponen modal sosial yang 
mendorong pada kualitas dan kuantitas lembaga/organisasi BUMDes yang berdampak pada pengelolaan 
BUMDes. Pengelolaan BUMDes yang baik inilah kinerja BUMDes ditentukan. Kinerja BUMDes merupakan 
kunci dalam membangun desa menjadi lebih baik lewat modal sosial di desa. Melalui hubungan modal sosial 
dan kinerja BUMDes, desa dapat mengembangkan potensi desa dengan menyesuaikan kondisi lingkungan, 
budaya dan sosial-ekonomi desa. 
 
Kata Kunci: modal sosial, BUMDes, kinerja BUMDes 
 
PENDAHULUAN  
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan 
organisasi/lembaga publik yang melakukan kegiatan-
kegiatan pengembangan ekonomi yang dimiliki oleh 
pemerintahan desa. BUMDes dibentuk atas persetujuan 
bersama masyarakat desa dan pemerintah desa secara 
formal dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. 
BUMDes dibentuk untuk meningkatkan Pendapatan Asli 
Desa (PADes), berkontribusi pada peningkatan 
kesejahteraan warga masyarakat, pengentasan kemiskinan 
dan pengentasan pengangguran di desa. BUMDes dapat 
berperan dalam pengembangan kelembagaan dan 
pengelolaan usaha masyarakat dan akhirnya dapat 
membawa perubahan pada bidang ekonomi dan sosial di 
desa.  
BUMDes dibentuk berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang ada. Undang-undang No. 32 
tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Peraturan 
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 39 tahun 2010 
tentang Badan Usaha Milik Desa, Undang-undang No. 6 
tahun 2014 tentang Desa dan Permendesa No. 4 tahun 
2015 tentang Perusahaan Milik Desa. Dengan demikian 
BUMDes memiliki landasan hukum yang kuat dan diatur 
dalam undang-undang, peraturan pemerintah, hingga 
peraturan desa yang telah disepakati oleh masyarakat desa. 
BUMDes sebagai lembaga/organisasi merupakan 
elemen penting dalam pembangunan pedesaan [1].  
BUMDes dapat menjadi penggerak masyarakat dalam 
mewujudkan desa yang mandiri, berkelanjutan, dan 
berciri lokal pedesaan. BUMDes merupakan wujud dari 
kemandirian di desa. BUMDes dapat mengembangkan 
potensi ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi 
pedesaan [2]. Pengembangan potensi ini dapat melalui sisi 
produksi, pemasaran, distribusi dan pengelolaan sumber 
daya manusia di desa [3]. Pengembangan potensi 
ekonomi ini tentunya berdampak pada pertumbuhan 
ekonomi masyarakat di desa, sehingga membawa pada 
pengentasan kemiskinan di desa. 
Prakarsa dan partisipasi masyarakat membantu 
perbaikan manajemen organisasi/lembaga BUMDes. 
Apabila prakarsa dan partisipasi masyarakat desa terus 
dikembangkan dalam pengelolaan BUMDes, maka 
BUMDes akan bisa beroperasi dengan baik. BUMDes 
dengan kinerja baik dapat membantu kemandirian 
masyarakat desa dan berkontribusi terhadap kesejahteraan 
warga desa. Selain itu BUMDes melalui prakarsa dan 
partisipasi masyarakat desa dapat melakukan penguatan 
ekonomi di desa. BUMDes dapat memberikan manfaat 
dalam penciptaan usaha baru dan lapangan pekerjaan baru. 
BUMDes mempunyai kendala-kendala. Banyak 
masyarakat di desa tidak memiliki pengetahuan dan 
kesadaran akan pentingnya BUMDes bagi kesejahteraan 
desa. Masyarakat desa masih beranggapan bahwa 
keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat siginifikan 
bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara 
langsung [4]. Kendala lainnya adalah bahwa BUMDes 
belum menjadi alat/instrumen untuk membangun 
perekonomian desa yang demokratis, inklusif dan 
berkelanjutan [5]. Sumber daya manusia lokal yang masih 
memiliki kapasitas dan kapabilitas terbatas juga menjadi 
kendala dalam pengelolaan BUMDes itu sendiri [4]. 
BUMDes  belum mampu untuk menjalin hubungan 
dengan pihak lainnya. Relasi BUMDes dengan 
Pemerintah Desa belum terjalin secara penuh sebagai 
bagian dari pemberdayaan desa [6]. 
Perkembangan BUMDes di desa dipengaruhi oleh 
modal sosial dalam bentuk tradisi-tradisi desa yang 
berkembang dalam masyarakat pedesaan [7]. Modal 
sosial dibangun dalam tradisi-tradisi desa dalam 
interaksinya dengan masyarakat di desa. Tradisi-tradisi 
desa juga berpengaruh pada pengentasan kemiskinan di 
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desa. Oleh karena itu, modal sosial mempunyai pengaruh 
kuat dalam menggerakkan penduduk desa dalam kegiatan 
BUMDes di desa. 
Analisis dalam makalah ini dilakukan dengan 
melihat hasil penelitian terdahulu tentang hubungan 
modal sosial terhadap BUMDes. Siska Katiya Santi 
(2018) dengan penelitian berjudul: “Peran Modal Sosial 
dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten 
Klaten” menunjukkan bahwa modal sosial dapat berperan 
meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 
meningkatkan pengembangan teknologi informasi desa, 
mengembangkan potensi desa dan mengingkatkan 
kesadaran lingkungan. Dewi Kirowati dan Lutfiyah Dwi 
(2018) dengan penelitian berjudul: “Pengembangan Desa 
Mandiri Melalui BUMDes dalam Meningkatkan 
Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa 
Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)” 
menunjukkan bahwa modal sosial dapat memperkuat 
kerjasama dan norma dalam pengelolaan BUMDes. 
Robiatul Adawiyah (2018) dengan penelitian berjudul: 
“Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi pada 
BUMDes Surya Sejatera Desa Kedungturi Kecamatan 
Taman Kabupaten Sidoarjo)” menunjukkan bahwa modal 
sosial mendukung pengembangan organisasi sehingga 
semakin berkembang dan mampu menyesuaikan kondisi 
jaman. Pengaruh modal sosial terhadap sejumlah 
BUMDes dapat merubah hal dalam segi tata kelola 
pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia 
dan pengembangan organisasi dengan tujuan 
kesejahteraan masyarakat di desa. Pengelolaan BUMDes 
yang berdasar pada modal sosial dapat membawa 
perubahan ke arah yang postif. Modal sosial 
mempengaruhi keberlangsungan hidup BUMDes di desa. 
 
TINJUAN PUSTAKA 
 
Modal Sosial 
Modal sosial sendiri merupakan kesatuan utuh 
yang hidup, tumbuh dan melekat dalam 
komunitas,  
organisasi/ lembaga dan masyarakat  yang cenderung 
berdampak positif bagi pembangunan masyarakat. Modal 
sosial adalah kombinasi norma-norma yang berada dalam 
sistem sosial dengan memadukan interaksi dan 
berkontribusi pada pembangunan manusia di suatu 
masyarakat [8], bertujuan pada kerjasama antar anggota 
masyarakat [9] dan penggerak dalam pencapaian tujuan 
bersama [10]. Modal sosial merupakan kekuatan 
penggerak dalam pemberdayaan dan pengelolaan 
komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat [11]. 
Modal sosial melekat pada hubungan dalam komunitas, 
organisasi/lembaga dan masyarakat untuk tujuan bersama. 
Modal sosial tidak terbatas pada aktor atau kelompok 
mayoritas tetapi juga pada aktor atau kelompok minoritas 
melalui hubungan dan kebersamaan yang terjalin sebagai 
pembangun kehidupan sosial [12]. Modal sosial sebagai 
perekat sosial dalam menjaga keutuhan kelompok secara 
bersama-sama [3].  Modal sosial merupakan perekat 
kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya [13]. 
Modal sosial menjadi kekuatan dalam menjaga 
keharmonisan komunitas, organisasi/ lembaga 
dan  
masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Modal 
sosial merupakan salah satu bentuk hubungan yang ideal 
dalam aktifitas ekonomi [14]. Modal sosial terjadi melalui 
hubungan yang harmonis yang digunakan dalam 
komunitas, organisasi/ lembaga dan masyarakat [12]. 
Hubungan yang ideal ini mengalahkan individualitas [15]. 
Keharmonisan ini berdampak pada aspek ekonomi dan 
sosial dalam komunitas, organisasi/ lembaga dan 
masyarakat [16]. Modal sosial mampu membantu dalam 
mengatasi permasalahan warga [15]. Oleh karena itu 
modal sosial memengang peranan penting dalam 
memfungsikan dan memperkuat komunitas, organisasi/ 
lembaga dan masyarakat [17].  
Modal sosial membentuk kegiatan ekonomi yang 
menguntungkan. Modal sosial dianggap sebagai 
sumber daya yang melibatkan jaringan dan hubungan 
yang diatur dalam norma-norma bersama serta 
dilandaskan pada sikap saling percaya dan berkerjasama 
dalam mencapai keuntungan bersama  melalui 
kelangsungan produktivitas masyarakat [18][19][20]. 
Produktivitas inilah yang membentuk kegiatan ekonomi 
[21]. Modal sosial merupakan suatu keunggulan dalam 
memperoleh keuntungan ekonomi [22]. Modal sosial 
didorong untuk pemberdayaan ekonomi melalui kegiatan 
ekonomi [23]. Bentuk kerjasama dengan berbagai pihak 
memungkinkan modal sosial untuk dapat membentuk 
kegiatan ekonomi [6].  Kegiatan ekonomi terjadi atas 
dasar saling percaya oleh berbagai pihak [23]. 
 
Komponen Modal Sosial 
Modal sosial juga diimplementasikan dalam 
wujud harmonisasi terhadap komponen-
komponen modal  
sosial dalam masyarakat. Modal sosial diklasifikasikan 
dalam enam komponen yaitu jaringan/hubungan dalam 
kelompok masyarakat, solidaritas dan kepercayaan dalam 
masyarakat, kerjasama timbal balik, komunikasi dan 
informasi, kohesi anggota masyarakat, dan kebijakan dan 
pemberdayaan masyarakat [8]. Penelitian lainnya 
menyebutkan bahwa modal sosial juga mengacu pada 
nilai-nilai dan tindakan proaktif [10], kesetaraan, 
tanggung jawab dan daya tanggap, dan komitmen antara 
anggota masyarakat yang dapat mempengaruhi 
pengembangan kegiatan ekonomi [24]. Dalam 
pertumbuhan ekonomi komponen modal sosial juga 
dihubungkan pada kepercayaan, kekompakan, altruism, 
gotong royong, jejaring dan kolaborasi sosial [25]. 
Komponen modal sosial mendorong partisipasi dalam 
masyarakat [26]. Partisipasi dalam masyarakat ini 
menghasilkan organisasi/lembaga publik yang efektif dan  
layanan yang lebih baik [27]. Jadi komponen modal sosial 
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tersebut secara tidak langsung membentuk kualitas dan 
kuantitas organisasi/lembaga publik dalam masyarakat 
[28]. 
Modal sosial mempunyai komponen utama 
dalam mengkoordiasikan kerjasama yang saling  
menguntungkan yaitu jaringan, norma dan kepercayaan 
sosial [29]: 
a. Jaringan sosial. Jaringan sosial terjadi karena 
adanya kesamaan misi dalam pencapaian 
kesejahteraan bersama dalam hubungan 
masyarakat. Jaringan sosial digunakan sebagai 
sumber daya yang penting dimiliki oleh 
seseorang untuk berinteraksi dengan 
sesamanya [30]. Jaringan sosial memfasilitasi 
harapan dan kepercayaan di antara para pelaku 
dalam suatu jaringan, sehingga pencapaian 
tujuan tertentu dapat terlaksana [18]. Jaringan 
sosial menumbuhkan nilai dan kepercayaan 
yang menjadi dasar dalam pencapaian 
kesejahteraan bersama. Jaringan sosial 
membangun relasi positif dari adanya 
kepercayaan dan nilai-nilai yang dibangun 
dalam masyarakat [3].  Relasi positif ini 
berdampak pada jaringan yang bertahan lama 
karena hubungan timbal balik para pelaku 
dalam jaringan. Adanya jaringan sosial dapat 
menumbuhkan potensi lokal suatu daerah 
dalam kegiatan ekonomi [6].   
b.Norma. Norma tidak dapat dipisahkan dalam 
hubungannya dengan jaringan sosial dan 
kepercayaan. Dalam komunitas, 
organisasi/lembaga dan masyarakat, modal 
sosial melibatkan jaringan sosial, norma dan 
kepercayaan [29]. Norma berperan sebagai 
pembenteng komunitas, organisasi/ lembaga 
dan masyarakat terhadap pengaruh negatif 
yang merusak. Norma juga mengatur pola 
perilaku komunitas, organisasi/lembaga dan 
masyarakat. Norma berperan mengontrol 
perlindungan yang tumbuh dalam komunitas, 
organisasi/lembaga dan masyarakat  [31].  
Norma sosial turut menjaga keberlangsungan 
komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat 
[13]. Norma sosial juga dijelaskan sebagai 
penangkal akan pengaruh negatif yang merusak 
tatanan komunitas, organisasi/lembaga dan 
masyarakat [12]. 
c. Kepercayaan. Kepercayaan berpengaruh pada 
hubungan yang berkelanjutan dalam komunitas, 
organisasi/lembaga dan masyarakat. 
Kepercayaan muncul akibat adanya share 
value sebagai dasar dalam menciptakan 
pengharapan dan kejujuran dalam komunitas, 
organisasi/lembaga dan masyarakat [32] yang 
menghasilkan komitmen untuk mencapai 
tujuan bersama secara terus-menerus [24]. 
Kepercayaan merupakan tindakan yang dapat 
menimbulkan kerugian, ketidakpastian dan 
kemandirian. Kepercayaan didasarkan pada 
keberanian dalam mengambil risiko dan 
didasarkan pada keyakinan bahwa anggota 
komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat 
saling mendukung satu sama lain [33]. 
Kepercayaan berpotensi besar dalam 
mewujudkan komunitas, organisasi/lembaga 
dan masyarakat yang mandiri [32].  
Kepercayaan juga berpengaruh pada aktivitas 
ekonomi. Kepercayaan meningkatkan kegiatan 
ekonomi. 
 
Aspek Modal Sosial 
Modal sosial digunakan sebagai alat uji 
hubungan dan komunikasi antar anggota 
komunitas,  
organisasi/lembaga dan masyarakat. Modal sosial dibagi 
dalam tiga aspek [34], antara lain: (a) Aspek struktural: 
Hubungan antar anggota komunitas, organisasi/lembaga 
dan masyarakat. Aspek ini dikaitkan dengan pola 
komunikasi dan hubungan antara pihak-pihak dalam 
kehidupan sosial [35]; (b) Aspek kognitif: Kesamaan 
prinsip dan tujuan yang hendak dicapai. Aspek ini 
dikaitkan dengan kesamaan budaya, tujuan dan visi 
bersama oleh berbagai pihak dalam komunitas, 
organisasi/lembaga dan masyarakat [36]; (c) Aspek 
relasional: Adanya sikap kekeluargaan yang terus-
menerus dijalani dalam komunitas, organisasi/lembaga 
dan masyarakat. Dimensi ini mengacu pada kepercayaan, 
persahabatan, rasa hormat dan interaksi yang dibangun 
secara berkelanjutan oleh berbagai pihak dalam 
kehidupan sosial [37]. 
 
Badan Usaha Milik Desa 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah 
badan usaha yang keseluruhan atau sebagian 
besar  
modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung 
yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna 
mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lain untuk 
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (UU No. 
32 tahun 2004). BUMDes menggerakkan masyarakat desa 
untuk mengembangkan potensi desa bersama-sama. 
BUMDes adalah organisasi di desa yang bertujuan 
memberdayakan dan mengembangkan kemandirian 
masyarakat desa dengan melibatkan pengelolaan penuh 
masyarakat pedesaan dalam upaya memperkuat 
perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan 
dan potensi desa [38][23].  BUMDes merupakan 
organisasi/lembaga di desa yang berdiri atas gagasan 
pemberdayaan ekonomi masyarakat [3]. BUMDes 
menawarkan kerjasama untuk mengolah potensi desa 
menjadi bermanfaat bagi desa. Adanya kerjasama dan 
simbiosis yang baik antara pengelola BUMDes dan 
Pemerintah Desa serta berbagai elemen desa untuk saling 
mendukung dan mempromosikan desa [4]. Jadi, BUMDes 
mejalankan kegiatannya melalui kekayaan desa dengan 
dikembangkan secara penuh oleh masyarakat desa dan 
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berasaskan potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat 
desa.  
Berdasarkan Permendesa No. 4 tahun 2015, 
susunan kepengurusan pengelola BUMDes 
terpisah dari 
organisasi Pemerintahan Desa dengan tujuan tidak adanya 
penyalagunaan jabatan ganda. Susunan kepengurusan 
yang dimaksud menyesuaikan dengan penyebutan nama 
setempat di desa yang dilandasi dengan semangat 
kekeluargaan dan gotong royong. Susunan kepengurusan 
pengelola BUMDes menurut Permendesa No. 4 tahun 
2015 terdiri dari: 
a. Penasihat. Penasihat dijabat secara ex officio 
oleh kepala desa yang bersangkutan yang 
berkewajiban memberikan nasihat kepada 
pelaksana operasional dalam menjalankan 
pengelolaan BUMDes, memberikan saran dan 
pendapat mengenai masalah yang terjadi dalam 
pengelolaan BUMDes dan mengendalikan 
pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes. 
b.Pelaksana Operasional. Pelaksana operasional 
mempunyai tugas mengurus dan mengelola 
BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang 
berkewajiban melaksanakan dan 
mengembangkan BUMDes agar menjadi 
lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi 
dan/atau pelayanan umum masyarakat desa, 
mengali dan menanfaatkan potensi usaha 
ekonomi desa untuk meningkatkan PAD, dan 
melakukan kerja sama dengan lembaga-
lembaga perekonomian desa lainnya. 
c. Pengawas. Pengawas adalah sekelompok orang 
yang bertugas mewakili kepentingan 
masyarakat dalam mengawasi pengelolaan 
BUMDes. Pengawas berkewajiban 
menyelenggarakan rapat umum untuk 
membahas kinerja BUMDes sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun sekali. 
Susunan kepengurusan BUMDes dipilih 
oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa 
sesuai dengan ketentuan dalam Peratuan Menteri 
tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme 
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. 
 
Determinan Modal Sosial di BUMDes 
Faktor determinan modal sosial di 
BUMDes berkaitan langsung dengan aktor-aktor 
yang  
mengetahui, memahami dan terlibat dalam kegiatan atau 
memiliki hubungan dengan BUMDes [6]. Aktor-aktor 
tersebut tentunya merujuk kepada pemegang kekuasaan 
dan legitimasi, pemilik kepentingan dan peran khusus 
dalam dinamika desa, menguasai pengetahuan serta 
sumber daya dan memiliki kepentingan pada 
pembangunan ekonomi di desa [4]. Aktor-aktor tersebut 
merupakan individu atau kelompok yang dapat 
mempengaruhi pencapaian tujuan organisiasi/lembaga 
khususnya di BUMDes. Pada tingkat individu, modal 
sosial tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial-
ekonomi, usia, tingkat modal manusia (pendidikan dan 
pekerjaan) dan pendapatan [18]. Usia seseorang dapat 
menjadi penentu dalam pengelolaan organisasi/lembaga 
khususnya di BUMDes. Sedangkan tingkat modal 
manusia dan pendapatan dapat memperkuat kepercayaan 
dan norma-norma di organisasi/lembaga khususnya di 
BUMDes. Faktor penentu lainnya adalah jenis kelamin. 
Dalam beberapa penelitian yang penulis ketahui 
menyebutkan bahwa jenis kelamin berpengaruh pada 
rendahnya tingkat jaringan terutama bagi perempuan, 
tingginya kontak sosial bagi laki-laki dan tingginya 
norma-norma yang dipegang bagi perempuan. 
 
Pengaruh Modal Sosial terhadap Kinerja BUMDes 
Modal sosial mempunyai pengaruh yang penting 
dalam meningkatkan kinerja BUMDes. Keinginan 
dari  
aktor-aktor yang berhubungan dengan BUMDes 
menjadikan komponen modal sosial digunakan untuk 
memperkuat kelompok atau individu terhadap kinerja 
BUMDes [9]. Kinerja BUMDes bermula dari modal 
sosial yang terwujud atas rasa saling percaya dan kerja 
sama untuk mewujudkan kepentingan bersama dan 
menciptakan jejaring baru [29]. Modal sosial 
menumbuhkan sumber daya baru dan mendorong setiap 
pengurus BUMDes untuk dapat bekerja lebih lagi dalam 
memajukan kelembagaan BUMDes yang merupakan 
salah satu dari kinerja BUMDes [3]. Pengurus BUMDes 
yang memiliki modal sosial akan berkomitmen dalam 
memajukan desa melalui BUMDes [13]. Modal sosial 
juga membentuk kolaborasi sosial dan pemberdayaan 
ekonomi untuk pembangunan BUMDes lewat kerja sama 
pengurus BUMDes dengan masyarakat [23]. Bukan hanya 
itu saja, modal sosial juga menjadi alat dalam mendukung 
dan mempromosikan desa melalui kerja sama dan 
simbiosis yang baik antara pengurus BUMDes dan 
pemerintahan desa [4]. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan 
menggunakan metode review literatur untuk mengetahui 
hubungan modal sosial dan kinerja BUMDes. Metode 
penelitian ini terdiri pada beberapa tahap. Pertama, 
menetnukan topik terkait dengan hubungan modal sosial 
dan kinerja BUMDes. Kedua, menentukan sumber 
pustaka yang relevan terkait dengan topik. Ketiga, 
melakukan analisis sumber pustaka untuk 
mengidentifikasi hubungan modal sosial dan kinerja 
BUMDes. Keempat, membuat model konseptual 
hubungan modal sosial dan kinerja BUMDes. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sejumlah literatur tentang modal sosial dan kinerja 
BUMDes menjadi sumber kajian penting dalam membuat 
model konseptual hubungan modal sosial dan kinerja 
BUMDes. Berdasarkan kajian literatur dan analisis 
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penulis, model konseptual hubungan modal sosial dan 
kinerja BUMDes dapat dilihat pada Gambar 1 dan 
Gambar 2.  
 
 
Gambar 1. Model Deskriptif Modal Sosial  (Diolah) 
 
Pada Gambar 1 terlihat bahwa kajian modal sosial 
dalam pengelolaan BUMDes diwujudkan dalam 
komponen-komponen modal sosial di desa. Komponen 
utama dalam modal sosial terdiri dari jaringan, norma dan 
kepercayaan sosial. Melalui ketiga komponen utama ini, 
modal sosial dapat diimplementasikan ke dalam 
komponen yang lebih luas. Komponen yang lebih luas ini 
tentunya menyesuaikan kondisi lingkungan, budaya dan 
sosial-ekonomi suatu desa. Komponen modal sosial ini 
menjadi perekat sosial dalam menjaga keharmonisan 
bersama-sama. Adanya komponen yang lebih luas ini 
kualitas dan kuantitas organisasi/lembaga BUMDes dapat 
semakin baik, sehingga pengelolaan BUMDes juga 
semakin baik. Dalam menjaga keharmonisan bersama 
diperlukan alat uji hubungan dan komunikasi antar 
anggota organisasi/lembaga BUMDes. Alat uji ini berupa 
asepk-aspek modal sosial. Aspek-aspek modal sosial ini 
berhubungan dengan kualitas dan kuantitas dari 
organisasi/lembaga BUMDes, sehingga berpengaruh juga 
pada pengelolaan BUMDes. 
Gambaran hubungan sebab-akibat antara modal 
sosial dan kinerja BUMDes dapat dilihat pada Gambar 2. 
Hal ini dipicu oleh adanya faktor-faktor ditingkat individu 
berupa sosial-ekonomi, usia, tingkat modal manusia 
(pendidikan dan pekerjaan), pendapatan dan jenis kelamin. 
Faktor-faktor ditingkat individu ini kemudian menunjuk 
pada aktor-aktor yang memegang kekuasaan dan memilik 
kepentingan pada pembangunan ekonomi di desa 
terutama kaitannya dengan BUMDes. Aktor-aktor 
tersebut kemudian menjadikan elemen modal sosial untuk 
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memperkuat kekuasaan dan kepentingan. Aktor-aktor 
tersebut menggunkan rasa saling percaya dan kerja sama 
sebagai bagian dari komponen modal sosial. Hal ini 
dibutuhkan karena perlunya membentuk kolaborasi sosial 
dan pemberdayaan ekonomi di desa. Aktor-aktor tersebut 
juga mendorong keberhasilan strategi untuk mewujudkan 
kepentingan bersama di BUMDes. Kepentingan bersama 
dalam memajukan desa sebagai salah satu dari upaya 
untuk mempengaruhi kinerja BUMDes di desa. 
 
 
 
Gambar 2. Model Kausalitas Modal Sosial dan Kinerja BUMDes (Diolah) 
 
 
 KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
dapat ditarik kesimpulah bahwa terdapat hubungan modal 
sosial dan kinerja BUMDes. Modal sosial yang terlihat 
dalam komponen utama modal sosial yang terdiri jaringan, 
norma dan kepercayaan sosial dan komponen yang lebih 
luas yang menyesuaikan kondisi lingkungan, budaya dan 
sosial-ekonomi suatu desa. Adanya komponen modal 
sosial ini, tentunya berpengaruh pada pengelolaan 
BUMDes. Dalam pengelolaan BUMDes dipengaruhi oleh 
faktor-faktor pada tingkat individu berupa sosial-ekonomi, 
usia, tingkat modal manusia (pendidikan dan pekerjaan), 
pendapatan dan jenis kelamin. Faktor-faktor inilah yang 
memunculkan aktor-aktor yang ada dalam BUMDes yang 
kemudian menjadikan elemen modal sosial untuk 
memperkuat kekuasaan dan kepentingan. Adanya aktor-
aktor BUMDes inipula keberhasilan strategi dalam 
mewujudkan kepentingan bersama di BUMDes tercapai. 
Hal itu merupakan kinerja BUMDes dalam 
mengembangkan potensi desa melalui pengelolaan 
BUMDes yang baik. 
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